
BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA 
PROVINSI SULAWESI UTARA 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BOLAANG 
MONGONDOW UTARA NOMOR 2 TAHUN 2020 TENTANG TAMBAHAN 

PENGHASILAN PEG AW AI NEGERI SIPIL TAHUN ANGGARAN 2020 

Menimbang 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA 

a. bahwa dampak penyebaran Corona Virus Disease 2019 
(COVID-19) telah mengakibatkan terjadi keadaan 
tertentu sehingga dalam upaya penanganannya, 
tenaga kesehatan / tenaga medis meru pakan garda 
terdepan dalam memerangi penyebaran COVJD-19; 

b. bahwa dalam Peraturan Bupati Bolaang Mongondow 
Utara Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tambahan 
Penghasilan Pegawai Negeri Sipi1 Tahun Anggaran 2020 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati 
Bolaang Mongondow Utara Nomor l O Tahun 2020 
tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bolaang 
Mongondow Utara Nemer 2 Tahun 2020 tentang 
Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Tahun 
Anggaran 2020, terdapat ketentuan yang 
memungkinkan para tenaga kesehatan/tenaga medis 
tidak dapat menerima tambahan penghasilan, karena 
bertambahnya jasa pelayanan kesehatan yang diterima; 

c. bahwa untuk memenuhi rasa keadilan, penghargaan, 
dan kesejahteraan para tenaga kesehatan/tenaga 
medis dalam menghadapi keadaan darurat kesehatan 
terkait penanganan COVID-19, ketentuan 
sebagaimana dimaksud dalam huruf b perlu dicabut; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu 
menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan 
Kedua Atas Peraturan Bupati Bolaang Mongondow 
Utara Nornor 2 Tahun 2020 tentang Tambahan 
Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2020; 

Mengingat ·\ 

PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA 
NOMOR 20 TAHUN 2020 



Mengingat 
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1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2007 tentang 
Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara 
di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 12, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4686); 

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
[Lembaran Negara Republik Indonesia 'l'ahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 2011 ten tang Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang 
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang 
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 
2036) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk 
Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2019 Nomor 157); 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 
2019 ten tang Pedoman Penyusunan Anggaran 
Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 
2020 (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 
Nomor 655); 

9. Peraturan \ 



Menetapkan 

- 3 - 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 
2020 ten tang Percepatan Penanganan Corona Virus 
Disease 2019 (COVID-19) di Lingkungan Pemerintah 
Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 
Nomor 249); 

10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 061-5449 
Tahun 2019 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri 
Dalam Negeri terhadap Tambahan Penghasilan 
Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan 
Pemerintah Daerah; 

11. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow 
Utara Nornor 1 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2016 
Nornor 1, Tarnbahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Bolaang Mongondow Utara Nornor 85); 

12. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Utara Nomor 2 
Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai 
Negeri Sipil Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah 
Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2020 
Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Bupati Bolaang Mongondow Utara Nomor 10 Tahun 
2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati 
Bolaang Mongondow Utara Nomor 2 Tahun 2020 
tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil 
Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten 
Bolaang Mongondow Utara Tahun 2020 Nomor 10); 

MEMUTUSKAN: 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI 
BOLAANG MONGONDOW UTARA NOMOR 2 TAHUN 2020 
TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI 
SIPIL TAHUN ANGGARAN 2020. 

Pasall 
Ketentuan Pasal 25 ayat (2) dalam Peraturan Bupati 
Bolaang Mongondow Utara Nomor 2 Tahun 2020 tentang 
Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Tahun 
Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bolaang 
Mongondow Utara Tahun 2020 Nomor 2) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Utara 
Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Bupati Bolaang Mongondow Utara Nomor 2 Tahun 2020 
tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Tahun 
Anggaran 2020 [Berita Daerah Kabupaten Bolaang 
Mongondow Utara Tahun 2020 Nomor 10) dihapus, 
sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 25 ... ··\ 
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Pasal 25 

( 1) Pembayaran TPP berdasarkan kondisi wilayah tern pat 
kerja mengacu pada ketentuan yang mengatur 
mengenai penetapan desa atau wilayah terpencil atau 
berada re1atif jauh darl pusat pemerintahan 
kecamatan yang ditetapkan dengan Keputusan 
Bupati. 

(2) Dihapus. 

Pasal II 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 
2020. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati 1n1 dengan 
penernpatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bolaang 
Mongondow Utara. 

Ditetapkan di Boroko 
pada tanggal 30 APP.IL JO~o l 
BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA, \ 

Diundangkan di Boroko 
pada tanggal ;o Apft(l ~~ 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA, 

BERITA DAE KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA 
TAHUN 202 OMOR ~ 


